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PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitia yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa:

1. Penanganan konflik antara Syiah dan Sunni di Sampang Madura oleh
Hukum Pidana menunjukkan tidak ditegakannya keadilan, terbukti
dari divonis bebasnya Rois yang merupakan otak konflik yang
diperkuat dari keterangan beberapa saksi yang memberatkan Rois
justru korban yaitu Tajul Muluk justru menadapat vonis 4 tahun
dengan tuduhan penistaan agama. Sistem Peradilan Pidana dalam
Hukum Pidana Indonesia belum memperhatikan hak korban yang
seharusnya diutamakan sebaliknya dengan alasan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia pelaku tindak pidana justru
mendapatkan perhatian lebih terbukti dengan banyaknya Pasal dalam
KUHAP yang mengatur mengenai Hak tersangka/terdakwa.

2. Korban konflik yaitu warga Syiah yang tidak hanya menderita
kerugian secara fisik tetapi juga psikis yang membutuhkan waktu
untuk pemulihan belum mendapatkan haknya yang seharusnya
dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai kewajiban untuk
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang
diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai

produk hukum yang memihak korban.
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Negara yang merupakan alat kekuasaan dan politik yang
seharusnya melindungi, menjaga, memberi rasa aman, damali,
tentram terkesan melakukan pembiaran bahkan tidak secara
sungguh-sungguh menangani konflik tersebut. Negara yang
mempunyai tanggungjawab mengatur hubungan antar warga
negaranya seharusnya melakukan tindakan pencegahan sebelum
terjadinya konflik dan memberikan pemulihan setelah terjadinya
konflik seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari
berbagai ancaman yang membahayakan nyawa korban, hal tersebut
dapat dilakukan melalui aparat penegak hukum selain itu
pemerintah juga mempunya kewajiban untuk memberikan bantuan
medis, bantuan kebutuhan para korban serta proses pemeriksaan

dan peradilan yang terbuka, adil tanpa memihak.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Melihat adanya ketidakberesan dalam penangan konflik Syiah dan
Sunni di Sampang Madura tersebut menjadikan alasan bahwa Hukum
Nasional tidak dapat menanganinya, konflik yang terjadi di Sampang
ini tidak hanya sekedar tindak pidana biasa tetapi sudah merupakan
pelanggaran HAM, maka seharusnya diselesaikan dengan
menggunakan Hukum Internasional.

2. Kepentingan korban yang belum mendapatkan perhatian dalam Sistem
Peradilan Pidana Nasional menjadikan dasar bahwa sudah saatnya

aturan yang mengatur mengenai korban diperbaiki, pemerintah harus
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mengambil langkah agar warga negaranya yang menjadi korban tindak
pidana mendapat perlindungan dan kepentingan hak-haknya terpenuhi.
Pemerintah sebagai alat kekuasaan politik suatu negara seharusnya
lebih memberikan perhatian lebih bagi warga negaranya tidak hanya
memberikan janji saat berkampanye tetapi setelah terpilih dan duduk

di kursi kekuasaan justru melakukan pembiaran.
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